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POTENSI EKONOMI BIRU
PNBP SDA 
Perikanan 
baru 
menyumba
ng 0.16% 

5.000-90.000 
kapal melewati 
ALKI 1 tiap 
tahun, 10.000 
ALKI 2, 5.000 
ALKI 3

Wisata bahari 
hanya 
berkontribusi 
4% terhadap 
national income 
dan 10% 
terhadap foreign 
exchange.

Mangrove dan 
padang lamun 
memiliki nilai 
ekonomi 
karbon yang 
tinggi



OCEAN 
INJUSTICES

1. Perampasan (dispossession), pemindahan 
(displacement) dan ocean grabbing;

2. Ketidakadilan lingkungan dari pencemaran dan 
limbah;

3. Degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan 
layanan ekosistem;

4. Dampak mata pencaharian bagi nelayan skala kecil;
5. Hilangnya akses ke sumber daya laut yang 

dibutuhkan untuk ketahanan pangan dan 
kesejahteraan;

6. Distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata;
7. Dampak sosial dan budaya dari pembangunan laut;
8. Marginalisasi perempuan;
9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan

10. Pengecualian dari pengambilan keputusan dan tata 
kelola.

10 Main Injustices 
(Bennett, et al., 
2020)



MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM EKONOMI BIRU

Recognitional 
Justice

Procedural 
Justice

Distributional 
Justice

Pengakuan dalam 
perundang-undangan

Next slides











MEWUJUDKAN OCEAN EQUITY



GOVERNANCE ORDERS
Third Meta Governance Orders includes values, 
images, norms, and principles within a particular 
governance system at various scales.

Second Governance Order, how state supplies justice 
deliverables to the people through norms, regulations 
and cognitive. Institutions rely on all of them.

First Governance Order, refers to the power relational 
skills in exercising one and two and the community's 
ability to defend and strive their rights.

REFLEKSI

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang 

ada sudah mengadopsi prinsip-prinsip 

keadilan?

2. Apakah kelembagaan sudah kuat untuk 

melaksanakan prinsip-prinsip keadilan?

3. Apakah masyarakat memahami mengenai hak 

access to justice mereka?

MEANS OF GOVERNANCE:
1. Mechanisms and processes;
2. Institutions;
3. Rule of law.



Landasan Yuridis

1. Konstitusi
2. UU Keterbukaan 

Informasi Publik
3. UU Perikanan
4. UU PWP3K
5. PermenKP

TRANSPARANSI

MENGAPA TRANSPARANSI PENTING:
1. Mengetahui potensi yang dimiliki untuk menjadi bahan dasar 

pembuatan kebijakan;
2. Mengawasi tingkat kepatuhan pelaku usaha;
3. Mengawasi pejabat publik;
4. Membantu proses penegakan hukum.

1. Hasil evaluasi oleh DJPT KKP pada tahun 2019 ditemukan bahwa 

terdapat praktik underreporting pada pelaporan LKU dan LKP.

2. Keterbukaan mengenai jumlah kapal yang diberikan izin dapat 

membantu masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan perikanan agar 

berkelanjutan.



1. Pengembangan Ekonomi Biru tidak dapat hanya berorientasi pada 
peningkatan pendapatan dari sektor kelautan, namun juga harus 
memperhatikan aspek keadilan.

2. Aspek keadilan dapat dituangkan pada recognitional, procedural, dan 
distributional justice.

3. Mewujudkan Ekonomi Biru yang berkeadilan membutuhkan reformasi 
governance yang terdiri dari 3 governance orders and means.

4. Transparansi adalah salah satu aspek penting dalam governance.

KESIMPULAN


